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ABSTRAK

Sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia
sesungguhnya tidak terlepas dari dialektika evolusi antropologi hukum yang terjadi dari masa
ke masa. Penggerak evolousi ada pada semangat dakwah Islamiyah yang menerapkan teori
inkulturasi namun tereduksi dengan semangat akulturasi yang melahirkan Arabisasi Islam.
Pada fase akulturasi inilah terjadi stagnasi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang
disebabkan mazhab asy-Syafi’iyyah merupakan sebagai pegangan utama dalam menerapkan
hukum keluarga Islam dalam kalangan masyarakat muslim. Kemudian semangat pembentukan
dan pembaruan hukum keluarga Islam kembali berkobar di era tahun 50-an dengan melahirkan
istilah figh corak Indonesia dan munculnya ide kewarisan bilateral. Selanjutnya semangat ini
kembali hidup di era reformasi dengan lahirnya ide pencetusan Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam (CLD-KHI) sebagai pembanding Kompilasi Hukum Islam yang sudah ada sejak
tahun 1991 dan diharapkan akan menjadi Hukum Terapan Peradilan Agama. Akan tetapi
CLD-KHI kembali stagnan sampai sekarang karena begitu mengakarnya hasil pembentukan

hukum keluarga berbasis akulturasi mazhab asy-Syafi’iyyah.

Kata Kunci : hukum keluarga Islam; pembaruan; sejarah pembentukan
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ABSTRACT

The history of the formation and renewal of Islamic family law in Indonesia is actually
inseparable from the dialectic of the evolution of legal anthropology that has occurred from
time to time. The driving force for evolution is the spirit of Islamic da'wah which applies the
35theory of inculturation but is reduced to the spirit of acculturation that gave birth to the
Arabization of Islam. It was in this acculturation phase that there was a stagnation of Islamic
family law reform in Indonesia because the Ash-Syafi'iyyah school was the main guide in
implementing Islamic family law in the Muslim community. Then the spirit of the formation
and renewal of Islamic family law flared again in the era of the 50s by giving birth to the term
Indonesian style figh and the emergence of the idea of bilateral inheritance. Furthermore, this
spirit came back to life in the reform era with the birth of the idea of initiating the Counter
Legal Draft Compilation of Islamic Law (CLD-KHI) as a comparison for the Compilation of
Islamic Law which has existed since 1991 and is expected to become the Applied Law of the
Religious Courts. However, CLD-KHI has remained stagnant until now because it is so rooted
in the results of the formation of family law based on acculturation of the ash-Syafi'iyyah school
of thought.

Keyword : Islamic family law; the history of the formation; update

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan,
sebab hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan
untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat
mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinnya hukum Islam
memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan
tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan

filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif
dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

35 Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Mahasiswa PPs S3 Hukum Keluarga Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung.
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Secara historis, berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara
personal oleh para ulama atas dasar pembacaan dan pembelajaran mereka dari guru-guru
mereka. Padasisi inilah maka progresivitas hukum menjadi terhambat karena penjelasan dari
para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi dievaluasi dan direvisi.
Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi (jumud) ilmu pernah terjadi pada masa lalu akibat

sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.

Di Indonesia, upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun
1960-an yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam
hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum
perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing
penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama
Munawir Syadzali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada
tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan perwakafan

yang diperuntukkan untuk umat Islam.

Saat ini umat Islam di Indonesia merasa nyaman dengan kehadiran Kompilasi Hukum
Islam dan berimplikasi pada sakralitas baru sehingga KHI seolah-olah tidak lagi dapat
dievaluasi apalagi direvisi. Padahal, sejarah banyak mencatat dan menggambarkan tentang
evolusi hukum termasuk dalam hal hukum keluarga. Oleh karena itu, melalui pendekatan
historis, makalah ini akan menggambarkan secara holistik sejarah evolusi hukum keluarga
Islam di Indonesia seputar konsep, metode dan model pembaharuannya serta aspek

pembaharuan yang dilakukan.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah pembentukan dan perkembangan di bidang hukum keluarga
Islam; konsep, metode dan model pembaharuannya serta aspek pembaharuan yang

dilakukan di Negara Indonesia?

36 M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, him. 92.
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METODE PENELITIAN

Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia

!

1) Takhayyur yaitu memilih pandangan salah satu ulama figh, termasuk

ulama di luar madzhab, takhayyur secara substansial disebut tarjih.

!

2) Talfig, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau

lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.

!

3) Takhshish al-gadla, yaitu hak negara menbatasi kewenangan peradilan

baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan.

!

4) Siyasah syar’iyah yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang

bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari’ah,

reinterpretasi

nash terhadap nash (al Quran dan sunnah)

Pembaruan Hukum Keluarga Islam

‘ Intra doctrinal reform tetap merujuk pada konsep figh konfensional dengan cara tahyir

Extra doctrinal reform pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep figh

konvensional

37 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, him. 162-164.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Periodesasi Pembentukan Hukum Keluarga di Indonesia

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum didunia ini banyak yang hilang dari peredaran,
kecuali hukum keluarga. Dewasa ini hukum Islam bidang keluarga di Indonesia yang
mempunyai daya tahan dari hempasan arus westernisasi yang dilaksanakan melalui
sekularisme di segala bidang kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan
perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara parsial, maupun total, yang
telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX setahap demi setahap. Perkembangan hukum
Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-Undang
Dasar 1945 atau dengan ungkapan lain bahwa konstitusi sendiri memang mengarahkan
terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang
menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-

anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastian hukumnya.

Sepanjang sejarahnya, bahwa hukum keluarga dilndonesiatelah mengalami pasang surut
seirama dengan pasang surut sampai perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada
zaman penjajahan Barat dahulu. Pada masa Kerajaan Islam di Pulau Jawa (berlangsung sekitar
tahun 1613-1882), al-ahwal al-syakhsyiyyah (hukum keluarga), menunjukan lahirnya realitas
baru, yakni diterimanya norma-norma sosial Islam secara damai oleh sebagian besar penduduk
Nusantara. Hukum keluarga Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu
kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, karena kerajaan-kerajaan Islam yang
berdiri di Indonesia telah melaksanakannya dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam
Mazhab Syafi’i. Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan
Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara
agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani
kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam
hukum keluarga / perkawinan. Hal ini sesuai dengan konteks Indonesia, sebuah negara yang

telah melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam. Secara historis, pembaruan hukum

38 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di
Dunia Islam, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009, him. 15-90.
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perkawinan Islam di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode yaitu: (1) pra penjajajahan; (2)
masa penjajahan; dan (3) masa kemerdekaan (masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa
reformasi). Dalam masing-masing periode ini, hukum keluarga Islam mengalami perubahan

dan pembaruan. Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang
berlaku di Indonesia. Diantara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah
bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang hukum keluarga yang

besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat
Indonesia.

2. Konsepsi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum Kkeluarga
dianggap sebagai inti syari’ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang
hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada
dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya,
seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah adatanpa adanya sesuatu yang melatar
belakanginya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia
beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dansebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap

sangat kontroversial.

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat
muslim karena permasalahan tentang keluarga dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan
dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum
keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin
berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi
pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah
bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab figh.
Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya
mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang

sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab

39 Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa dan
Accamedia, 2007, him 47.
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figh. Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-
negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra. Diantara para ulama ada yang

tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaharu
baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya. Diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan

yang memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan
warisan serta masalah wakaf).

Sementara itu ada sebagaian ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuh
hati dalam memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut
karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab figh. Akan
tetapi sebagian ulama lain justru merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang itu
karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di
Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama
Indonesia pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10
Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal
ini telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia

khususnya dalam bidang hukum keluarga.
3. Kilas Balik Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya
peradilan agama secara resmi sebagai salah satu pelaksana “judicial power” dalam negara
hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 1999 terakhir dirubah dengan Undanh-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lebih lanjut,
kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara
tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadagah, (8)

zakat dan (9) ekonomi syari“ah, bagi penduduk yang beragama Islam.

40 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos,
1999, him. 17.
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Kenyataan eksisten pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana
hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun
hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pegadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangn Perkawinan jo aturan pelaksanaannya melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur di
dalamnya baru merupakan pokok-pokok saja. Akibatnya, para hakim yang seharusnya
mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin-doktrin yang
tertuang dalam kitab figh klasik. Sehingga tidak heran terdapat perbedaan putusan hukum antar
pengadilan agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi,
sebagaimana ungkapan different judge different sentence. Dari realitas di atas, Pemerintah
kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif

lewat jalan pintas berupa Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun dari catatan sejarah di Indonesia, isu pembaharuan hukum keluarga Islam
telah muncul sejak lama adanya, bahkan sebelum kemerdekaan diraih. Ketika momentum
Konggres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa kaum
perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah
umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak
perempuan dan sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda pernah menyusun
rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut ordonansi pencatatan perkawinan.
Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu.
Ordonansi pencatatan perkawinan ini berlaku bagi penduduk pribumi, Arab dan Asia bukan
Tionghoa, yang ada di Indonesia. Hebatnya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta
memberi hak cerai yang sama padaperempuan dan laki-laki. Meski begitu, ordonansi ini hanya
diberlakukan bagi mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya.

Selanjutnya pada tahun 1950, hukum perkawinan yang mengakomodir semua
kepentingan lintas agama maupun ras yang ada di Indonesia, belum dimiliki negeri ini.
Ordonansi perkawinan yang berazaskan monogami itu ditolak Pemerintah Republik Indonesia.
Sebelumnya memang ada perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia Tahun 1946,
yang menetapkan pendaftaran perkawinan, menyarankan ketidaksetujuan pada perkawinan
anak-anak dan perkawinan paksa, menyarankan agar pejabat perkawinan menasehati pasangan

nikah tentang hak mereka, serta berusaha mencegah terjadinya talak dengan meneliti masalah

41 1bid, him. 17.
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dari kedua belah pihak yang berselisin (suami-isteri). Tapi sayang, dalam praktik baik
perkawinan anak-anak maupun paksa tetap banyak terjadi. Barangkali karena aturan tersebut
hanya bersifat anjuran belaka. Akibatnya desakan adanya undang-undang perkawinan yang
memberikan jaminan hak yang sama bagi semua warganegara, terus bergulir hingga
terbentuknya komisi perkawinan pada tahun 1950. Komisi perkawinan terdiri dari para ahli
agama yang tentu saja mayoritas laki-laki, serta para tokoh perempuan dari berbagai kalangan,
termasuk kalangan umat Katholik dan juga Islam. Dalam prosesnya, komisi ini berhasil
merancang undang-undang perkawinan umum yang bisa digunakan semua warga negara

Indonesia. Tetapi di dalam rancangannya perkawinan didasarkan pada rasa suka sama kedua
pasangan, dan poligami diizinkan dengan persyaratan yang ketat.

Upaya pembaharuan hukum keluarga itu terus bergulir hingga tahun 1974. Oleh
sejumlah tokoh dalam sebuah public hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu,
digjukan tuntutan segera dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.
Dengan tuntutan tersebut, akhirnya aturan yang dikehendaki itu ditetapkan melalui Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski ada tuntutan agar diadakan
amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali
marak. Tidak saja di Indonesia, di berbagai negara muslim lain pun dihadapkan pada tuntutan
yang sama, mengingat hukum keluarga yang berlaku dinegara mereka dirasa masih bias gender
dan belum memenuhi hasrat keadilan bersama. Tidak heran, upaya reformasi hukum keluarga
akan selalu jadi isu kontroversi di negara-negara muslim modern. Sebagai konskuensinya,
upaya pembaharuan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan kuat, khususnya dari
kelompok pemilik otoritas agama, sebab mengubah hukum keluarga dianggap mengubah
esensi agama itu sendiri. Upaya pembaharuan hukum keluarga bisa-bisa dimaknai sebagai
pembangkangan terhadap syariat Islam. Akibatnya, belum semua negara berpenduduk muslim

melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarganya.

TIsu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga 1003



KESIMPULAN

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan
kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang
tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya
beragama Islam utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan
apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi
hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-udangan.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu keniscayaan. Hal ini
dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh
globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh
pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk

menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga.

Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam yang dipraktikan di Indonesia merupakan
untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman
konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab figh dianggap
tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul padaera modern.
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SARAN

Menurut penulis, pemerintah harus lebih baik dalam menerapkan dan memberikan
sanksi bagi setiap yang melanggar. Pemerintah wajib memantau segala aspek hukum keluarga
yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak menjadi konflik dalam keluarga apalagi di zaman

yabg modern ini, segala sesuatu bisa memicu pertikaian antara keluarga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur saya sebagai penulis mengucapakan terimakasih atas tercipta nya
makalah ini, apabila ada kekurang atau kesalahan mohon diberikan masukan agar saya bisa
lebih baik lagi dalam membuat makalah ini
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